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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
NAMA FAKULTAS/ PROGRAM STUDI/ UNIT
UNIVERSITAS HARKAT NEGERI
DAN
NAMA MITRA/ PERGURUAN TINGGI/ DINAS/ INDUSTRI
TENTANG
PELAKSANAAN …………………………………………..
Nomor:
Nomor	:
Pada hari ini, …, tanggal …, bulan …, tahun Dua Ribu Dua Puluh … (xx-xx-202x), kami yang bertanda tangan di bawah ini:
	I.
	……………………….
	:
	Ketua Program Studi/ Bagian … Universitas Harkat Negeri, berkedudukan di Jalan Mataram Nomor 9, Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah 52147, berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Harapan Bersama, Nomor ... tentang ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi ... Universitas Harkat Negeri, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

	II.
	……………………….
	:
	…, berkedudukan di Jalan ..., berdasarkan Keputusan ..., Nomor ... tentang ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama …, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


Berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
11. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338, Pasal 1339, dan Pasal 1347;
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-267.AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Harapan Bersama;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 624/B/O/2025 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer YMI di Kota Tegal dan Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal Menjadi Universitas Harkat Negeri di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Harapan Bersama.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana … .
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana … .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan …, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini yaitu sebagai dasar hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. mendukung … ;
b. meningkatkan … ;
c. mengimplementasikan kerja sama yang sinergis dan berkelanjutan. 
(edit dan sesuaikan)

Pasal 2
OBJEK
Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini yaitu penyelenggaraan kerja sama dalam bidang … sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.
(edit dan sesuaikan)

Pasal 3
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
(1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan tentang … ;
(2) Pelaksanaan penelitian tentang … ;
(3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tentang … .
(edit dan sesuaikan)

Pasal 4
PELAKSANAAN
(1) Sebelum pelaksanaan kegiatan, dibuat penyusunan rencana kerja bersama yang disepakati PARA PIHAK tentang bentuk kegiatan, jadwal, penanggung jawab, kebutuhan sumber daya, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.
(2) Pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara lebih rinci dalam Implementation Agreement (IA) yang merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dirancang untuk mengatur implementasi atau pelaksanaan proyek atau program yang telah direncanakan atau disepakati sebelumnya.
(3) Dokumen Implementation Agreement (IA) memuat secara jelas dan terperinci mengenai bentuk kegiatan, tujuan kegiatan, judul acara, jadwal pelaksanaan, jumlah peserta, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta mekanisme pendanaan yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan dari PARA PIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Hak PIHAK KESATU meliputi:
a. memperoleh … ;
b. mengusulkan … ;
c. menggunakan … ;
d. melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada PIHAK KEDUA.
(2) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
a. memperoleh … ;
b. mengusulkan … ;
c. menggunakan … ;
d. melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada PIHAK KESATU.
(3) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
a. melaksanakan … ;
b. mematuhi … ;
c. menyediakan … ; 
d. menjaga komitmen, integritas, dan nama baik PIHAK KEDUA.
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
a. melaksanakan … ;
b. mematuhi … ;
c. menyediakan … ; 
d. menjaga komitmen, integritas, dan nama baik PIHAK KESATU.
(edit dan sesuaikan)

Pasal 6
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI
(1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama ini, baik yang bersifat strategis, terbatas, maupun dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak dapat disampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
(3) Kewajiban menjaga kerahasiaan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
[bookmark: _Hlk219890592]

Pasal 7
PEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/ atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8
JANGKA WAKTU
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
[bookmark: _Hlk210294609] (edit dan sesuaikan)

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) PARA PIHAK sepakat bahwa jika ada perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat;
(2) Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan timbul, maka PARA PIHAK dapat menempuh mediasi atau konsiliasi yang disepakati bersama;
(3) Jika penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi tidak berhasil, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (Force Majeure)
(1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK dan tidak terbatas pada kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami atau kejadian lain yang menyebabkan keterlambatan atau kegagalan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti pendukungnya kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
(3) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi dan penyusunan ulang rencana kerja apabila keadaan kahar tersebut menghalangi pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati. 
(4) PIHAK yang terdampak keadaan kahar tidak dianggap melanggar Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keadaan tersebut.


Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
[bookmark: _Hlk219889184]Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
a. terdapat kebijakan pemerintah, ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama; dan/atau
c. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai.
(2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI
Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/ surat elektronik ke alamat berikut:
a. PIHAK KESATU
Instansi	:	Universitas Harkat Negeri
Alamat	:	Jalan Mataram Nomor 9, Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah.
Nomor Telepon	: (0283) 352000 
Email	:	…..
Up	: Dekan/ Ka. Prodi/ Ka. Unit
b. PIHAK KEDUA
Instansi	: …
Alamat	: ...
Nomor Telepon	: …
Email	: …
Up	: …



Pasal 13
PENUTUP

[bookmark: _Hlk209437139]Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam 2 (dua) eksemplar bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi stempel instansi oleh PARA PIHAK.
	PIHAK KESATU,





…
	PIHAK KEDUA,





…



[bookmark: _Hlk219890742]


Lampiran
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
NAMA FAKULTAS/ PROGRAM STUDI/ UNIT
DENGAN
NAMA MITRA/ PERGURUAN TINGGI/ DINAS/ INDUSTRI
NOMOR:
NOMOR:
	NO
	RUANG LINGKUP KERJA SAMA
	BENTUK KEGIATAN
	WAKTU PELAKSANAAN
	KETERANGAN

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	

	1
	(sesuai ruang lingkup kerja sama)
	(contoh: seminar, pelatihan penelitian, PKM, dll)
	(tanggal, bulan, tahun)
	(tanggal, bulan, tahun)
	(tanggal, bulan, tahun)
	Peserta:
Narasumber:
Lokasi:

	2
	
	
	
	 
	 
	Peserta:
Narasumber:
Lokasi:

	3
	
	
	
	 
	 
	Peserta:
Narasumber:
Lokasi:

	4
	
	
	
	 
	 
	Peserta:
Narasumber:
Lokasi:

	5
	
	
	
	 
	 
	Peserta:
Narasumber:
Lokasi:



RENCANA IMPLEMENTASI KERJA SAMA


	PIHAK KESATU,





…
	PIHAK KEDUA,





…






	PARAF
	PIHAK KESATU
	

	
	PIHAK KEDUA
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